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ABSTRACT

The Semende or also known as Semendo communities are a distinctive ethnic group residing in the mountainous areas of South Sumatra Province. An important aspect of their cultural life is known as tunggu tubang. According to tradition the family's property, which consist of family house and agricultural fields, are passed on to the eldest daughter in each generation. This article attempts to explain the position of tunggu tubang as a unique identity differentiator of the Semende communities in contrast with other communities. Besides a means to protect the community's survival, tunggu tubang has developed at the same time as a tool of legitimacy of political gender power control by males in the community. Tunggu tubang as a tool of legitimacy of men is evident from the placement of women "in the name of custom" seem to have power, so the community is often legitimized Semende as matrilineal. However, tunggu tubang is strengthening the position of the man who positioned himself as meraje that "in the name of custom" is also considered to be entitled to control (often arbitrarily) tunggu tubang sustainability.
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A. PENGANTAR

Semende (atau dalam beberapa literatur disebut juga Semendo) adalah salah satu suku bangsa yang ada di Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan. Berangkat dari asal usul masyarakatnya, Semende ini berkemungkinan berasal dari sebaran salah satu kelompok dari Basemah yang ada di Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan (Iskandar, 2003: 53-54), yang dalam perkembangan kemudian juga akhirnya mendapat pengaruh dari Kesultanan Palembang.[footnoteRef:2] Hal ini bisa dibaca dari mitos asal usul komunitas Semende itu sendiri, yang sering menyebut akan keberadaan tiga tokoh penting yang selama ini diyakini sebagai puyang (nenek moyang) mereka (Arifin, 2015a; 2).[footnoteRef:3] Pengaruh budaya Basemah sebagai etnis yang telah mempunyai peradaban tinggi di daerah pedalaman Sumatera Selatan, dan pengaruh Kesultanan Palembang sebagai pusat peradaban baru yang berpemerintahan, membuat budaya Semende memiliki ciri khas yang tidak terlepas dari dua kekuatan budaya ini. Apabila peradaban Basemah lebih mempengaruhi sistem adat dan nilai-nilai budaya kehidupan, maka peradaban Palembang (kesultanan) membawa pengaruh pada sistem pemerintahan (marga). [2:  Disadur dari : Buku Panduan Deklarasi Paguyuban Jurai Semende Nusantara dan Pemberian Gelar Kehormatan Adat Semende, yang diadakan pada tanggal 21 februari 2008 di desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim.]  [3:  Tiga tokoh nenek moyang (puyang) tersebut adalah : (1) Puyang Lebi yang dianggap sebagai tokoh lokal yang berperan penting dalam membuka wilayah Semende itu sendiri. (2) Puyang Awak yang berasal dari Basemah yang berperan penting dalam membangun adat Semende. (3) Puyang Rene dari Kesultanan  Palembang yang berperan penting dalam membangun sistem pemerintahan (marga) pada komunitas Semende.] 

Semende termasuk komunitas yang juga banyak bermigrasi ke wilayah disekitarnya seperti ke Bengkulu, Lampung, Jambi dan ke beberapa daerah lain di propinsi Sumatera Selatan. Di wilayah migran, komunitas Semende ini cenderung mengelompok dengan tetap mempertahankan adat istiadatnya, khususnya adat tunggu tubang. Sebagai adat, maka tunggu tubang bermakna sebagai aturan adat berkaitan dengan pola pewarisan, dimana harta warisan orangtua akan diserahkan kepada anak perempuan tertua dalam keluarga intinya untuk. Di sisi lain, tunggu tubang juga bisa dimakna sebagai perempuan tertua yang menerima harta warisan dari orangtuannya tersebut. Oleh sebab itu, perempuan tertua yang menerima warisan orangtuanya ini kemudian sering juga disebut dengan perempuan tunggu tubang. Adapun harta yang diwariskan orangtua tersebut berupa rumah tempat tinggal dan sebidang sawah, bahkan terkadang juga sebidang ladang.
Pola pewarisan tunggu tubang ini membuat laki-laki Semende cenderung tidak memiliki harta di kampung halamannya, kecuali apabila orangtuanya memiliki banyak harta dan bersikap arif untuk membagi harta lainnya kepada semua anak-anaknya termasuk kepada anak laki-lakinya. Akibatnya, banyak laki-laki Semende akhirnya memilih untuk mencari penghidupan lain di luar kampung halaman dengan harapan juga dapat memiliki rumah dan lahan untuk diolah. Karena keahlian utama orang Semende ada dibidang pertanian (khususnya ladang), maka arah migrasi cenderung ke wilayah yang memiliki lahan yang masih  mencukupi untuk diolah sebagai ladang atau sawah. Inilah yang menyebabkan mengapa wilayah baru komunitas migran Semende cenderung berada di wilayah hutan, bahkan juga banyak ditemui di wilayah hutan yang belum memiliki akses transportasi yang memadai (Arifin, 1998: 156).
Di wilayah baru, ada kecenderungan komunitas Semende ini masih tetap mempertahankan adat istiadat yang mereka miliki di kampung halaman (khususnya tunggu tubang), sehingga di wilayah baru ini, ada kecenderungan komunitas migran Semende ini dianggap sebagai komunitas tersendiri yang berbeda dengan komunitas lainnya. Hal ini misalnya bisa dilihat dari pengakuan akan keberadaan mereka di Propinsi Bengkulu, Propinsi Lampung, Propinsi Jambi dan di beberapa wilayah kabupaten lainnya di Propinsi Sumatera Selatan. Penguatan komunitas Semende di wilayah migran ini, akhirnya di beberapa wilayah tertentu menciptakan istilah tersendiri yaitu Semende Lembak. Sebutan Semende Lembak ini adalah sebutan untuk membedakannya dengan komunitas asli di Kabupaten Muara Enim, yang sering disebut sebagai Semende Darat.[footnoteRef:4] Ini menunjukkan bahwa tunggu tubang tidak sekedar aturan adat yang terkait dengan pola pewarisan yang mereka miliki, tetapi tunggu tubang mengandung makna tersediri sehingga perlu mereka pertahankan tidak saja di kampung halaman, tetapi juga sampai ke wilayah baru. [4:  Sebutan Semende Lembak ini sering dilekatkan misalnya pada komunitas migran Semende yang ada di kabupaten OKU Propinsi Sumatera Selatan dan di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu (Guspitawaty, 2002: 62).] 

Gambaran kondisi di atas, mengisyaratkan bahwa keberlangsungan tunggu tubang di masyarakat Semende tidak sekedar sebagai bentuk identitas yang perlu mereka pertahankan. Akan tetapi di balik itu semua terselip kepentingan bagi kelompok laki-laki (meraje) untuk tetap mempertahankan dan menguatkan kekuasaan mereka. Artikel ini sendiri berusaha untuk menunjukkan bahwa perempuan yang diposisikan sebagai tunggu tubang tidaklah memiliki kekuasaan sebagaimana yang terlihat. Dengan kata lain, pemberian hak kepada perempuan (tunggu tubang) untuk menguasai dan memanfaatkan harta warisan orangtua tersebut hanyalah bentuk terselubung dari politik etnik di komunitas Semende. Pemberian peran kepada perempuan dalam tunggu tubang tersebut tidak berimplikasi pada kekuasaan yang disandang oleh kaum perempuan, akan tetapi justru terjadi penguatan kekuasaan bagi kaum laki-lakinya (meraje).

B. TUNGGU TUBANG : ADAT SEMENDE

Tubang  adalah sebutan untuk sebatang bambu (dua atau tiga ruas) yang digantung secara memanjang di atas perapian tungku dapur, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bumbu dapur. Posisinya yang digantung di atas perapian, bertujuan agar bumbu dapur yang disimpan tersebut tidak cepat rusak dan terhindar dari binatang-binatang tertentu, seperti semut, kucing atau tikus. Pada konteks sekarang, tubang juga bisa berbentuk wadah yang terbuat dari pelastik, yang diletakkan di atas pelapon yang sengaja dibuat diatas tungku dapur tersebut. Tunggu tubang dengan demikian bermakna sebagai perilaku menunggui tubang tersebut, yang biasanya dilekatkan kepada perempuan yang banyak menghabiskan waktu di dapur baik untuk memasak atau karena aktivitas tertentu (Arifin, 2015b: 38).
Tunggu tubang sebenarnya sebutan yang mengacu pada seorang anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga yang ditugasi menjaga dan memelihara harta pusaka yang dimiliki oleh keluarga tersebut, meliputi rumah dan lahan pertanian yang ada. Untuk itu, maka perempuan tertua yang menjadi tunggu tubang ini diserahi jabatan dan kekuasaan penuh oleh anggota keluarga dan kerabatnya untuk menguasai dan memanfaatkan harta warisan keluargannya tersebut (Setiawan, 2013: 12; Iskandar 2003: 67-68, Guspitawaty, 2002: 101-102).[footnoteRef:5] Oleh sebab itu, sebagai warisan, maka rumah dan lahan pertanian ini tidak boleh dijual, karena sebagai harta warisan maka ia juga akan dan harus diwariskan kepada anak perempuannya di kemudian hari. Khusus untuk rumah, maka sebagai warisan dari orangtua, ia juga berfungsi bagi anggota kerabat tunggu tubang untuk pulang, berkumpul dan mengadakan kegiatan-kegiatan tertentu seperti perkawinan, kematian atau acara adat lainnya. Kepulangan kerabat ke rumah tunggu tubang, dengan demikian juga harus dijamu dan dilayani oleh perempuan yang menjadi tunggu tubang. Ini yang menyebabkan mengapa seorang tunggu tubang juga diberi hak penguasaan terhadap sebidang sawah warisan orangtuanya, disamping rumah sebagai tempat tinggal itu sendiri. [5:  Pola pewarisan kepada anak perempuan dalam adat tunggu tubang ini, oleh beberapa peneliti akhirnya sering mencurigai bahwa Semende adalah penganut sistem matrilineal sebagaimana halnya Minangkabau. Lihat juga Moyer (1984).] 

Ini menunjukkan bahwa, disamping diberi kepercayaan untuk menguasai dan memanfaatkan rumah dan sebidang sawah warisan orangtuanya, maka seseorang perempuan yang menjadi tunggu tubang, juga berkewajiban untuk menyediakan sebuah kebutuhan yang dilakukan anggota kerabat selama di rumah tunggu tubang. Disamping itu, seorang tunggu tubang juga berkewajiban untuk memelihara dan merawat semua orang yang tinggal bersama dirinya di rumah tunggu tubang, seperti orangtua yang saudara-saudaranya yang belum kawin. Bahkan seorang tunggu tubang juga berkewajiban mengayomi saudaranya yang belum kawin sampai bisa mandiri. Oleh sebab itu, ada kecenderungan, sebidang sawah yang diwariskan orangtua tersebut tidak mencukupi untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, sehingga seorang tunggu tubang terkadang juga harus menggarap sawah atau ladang lain yang harus ia sediakan sendiri.
Secara adat, seseorang yang diberi hak sebagai tunggu tubang adalah anak perempuan tertua dalam keluarga tersebut, yang sudah menikah. Posisi sebagai anak tertua, diasumsikan karena ia dianggap lebih dewasa sehingga diharapkan mampu mengayomi seluruh anggota keluarga menggantikan orangtuanya. Posisinya sebagai perempuan, yang diasumsikan “lemah” dan “tidak mampu” mencari penghidupan sendiri, sehingga akan sangat “tergantung” pada suaminya. Oleh sebab itu, posisi sebagai tungggu tubang ini akhirnya tidak saja dilekatkan pada perempuan tersebut, tetapi juga pada laki-laki (suaminya). Apabila anak perempuan tertua ini merasa tidak sanggup memikul tanggung jawab sebagai tunggu tubang (dengan alasan tertentu), maka beban tunggu tubang akhirnya akan dilimpahkan kepada adik dari perempuan tertua tersebut.
Secara adat, “harus ada” seorang perempuan dalam keluarga tersebut yang diposisikan sebagai tunggu tubang, sehingga idealnya tidak ada anak perempuan dalam keluarga tersebut yang menyatakan dirinya tidak sanggup menanggung beban tersebut. Namun apabila semua perempuan dalam keluarga tersebut tidak ada yang merasa sanggup memegang posisi tersebut, maka melalui musyawarah keluarga akan diputuskan apakah posisi tunggu tubang diserahkan pada anak laki-laki dalam keluarga tersebut, atau justru harta warisan tersebut akan dijual saja.[footnoteRef:6] Berbeda apabila dalam keluarga tersebut tidak ada perempuan yang akan memegang posisi sebagai tunggu tubang, maka posisi tunggu tubang ini akan diberikan kepada anak laki-laki tertua dalam keluarga tersebut. Karena posisi tunggu tubang idealnya dilekatkan pada anak perempuan, maka laki-laki ini harus “memasukkan” istrinya menjadi bagian dalam keluarga tersebut, yang dalam istilah Semende disebut ngangkit  (membangkitkan kembali). [6:  Pada kondisi dimana rumah dan sawah tersebut adalah warisan turun temurun dari keluarga sebelumnya, maka sangat memungkinkan, posisi tunggu tubang akan dikembalikan ke saudara-saudara orangtua yang mewarisan tunggu tubang tersebut. Tetapi dalam kasus Semende, justru harta warisan tersebut lebih banyak diperjualbelikan daripada kembali diwariskan ke generasi diatasnya.] 

Untuk mengontrol agar tanggung jawab seorang tunggu tubang tetap berjalan secara baik dan tidak menyimpang dari adat, maka seluruh laki-laki yang memiliki hubungan darah dengan ibunya tunggu tubang, mulai dari generasi saudara laki-laki ibunya tunggu tubang (MoBr) sampai  ke generasi buyutnya  tunggu tubang (MoMoMoMoMoBr). Posisi meraje pada setiap generasi ini memiliki fungsi dan peran masing-masing, yang semuanya mengarah pada upaya mengontrol dan mengendalikan, bahkan “menghakimi” peran yang dimainkan tunggu tubang itu sendiri. Kecuali saudara laki-laki tunggu tubang sendiri (Br) yang sering disebut dengan istilah lautan, dimana dirinya belum memiliki kekuasaan penuh terhadap tunggu tubang, dan posisinya baru sebatas calon meraje. Kelompok meraje dari berbagai tingkatan ini, tidak saja berfungsi dalam membimbing tunggu tubang agar menjalankan fungsinya secara baik, tetapi juga berfungsi sebagai orang yang “menghakimi” tunggu tubang apabila melakukan kesalahan.
Peran laki-laki sebagai meraje mulai terlihat pada generasi diatasnya atau generasi saudara laki-laki ibunya tunggu tubang (MoBr). Pada generasi ini, laki-laki meraje harus memainkan peran sebagai kelompok yang memerintah, mengatur, mengontrol bahkan mengadili perempuan tunggu tubang dan semua anggota kerabat dari tunggu tubang tersebut (anak belai) apabila melakukan kesalahan. Laki-laki pada generasi di atas meraje atau saudara-saudara laki-laki dari neneknya tunggu tubang (MoMoBr) akan disebut sebagai jenang meraje, yang fungsinya sebagai kelompok pemberi pertimbangan bagi kelompok meraje ketika mengambil keputusan. Sementara laki-laki pada generasi di atas jenang meraje atau saudara-saudara laki-laki dari puyang nya tunggu tubang (MoMoMoBr) akan disebut sebagai payung meraje, yang fungsinya sebagai kelompok pelindung dan nasehatnya sangat dihormati ketika kelompok meraje dan jenang meraje  ingin mengambil keputusan akhir. Sedangkan laki-laki pada generasi di atas payung meraje atau saudara-saudara laki-laki dari buyut nya tunggu tubang (MoMoMoMoBr) akan disebut sebagai lebu meraje, yang fungsinya sebagai kelompok pengambil keputusan akhir apabila kelompok meraje, jenang meraje dan payung meraje  tidak mampu mengambil keputusan akhir. Sedangkan kelompok meraje yang paling tinggi (bisanya sudah meninggal semua) atau saudara laki-laki buyutnya buyut tunggu tubang (MoMoMoMoMoBr) akan disebut entah-entah yang akan dikenang jasanya karena tetap menjaga melestarikan keberadaan adat tunggu tubang tersebut.


Gambar 1 : Tunggu Tubang dalam Sistem Kekerabatan Semende
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Keberadaan tunggu tubang di masyarakat Semende ini lah, yang kemudian oleh sering dijadikan argumentasi bahwa komunitas Semende ini adalah penganut matrilineal. Di sisi lain, identitas ke-matrilineal-an ini pun, juga tersebut sering dikait-kaitkan dengan ke-matrilineal-an Minangkabau, dengan cara melegitimasi mitos bahwa salah satu nenek moyang mereka berasal dari Minangkabau (puyang awak). Legitimasi akan identitas matrilineal masyarakat Semende ini bahkan juga dilegitimasi oleh beberapa penelitian Semende sebelumnya.[footnoteRef:7] [7:  Lihat misalnya Moyer (1984), Guspitawaty (2002), Iskandar (2003), Refisrul (2012) dan Setiawan (2013)] 

Tunggu tubang sebagai legitimasi akan sistem matrilineal masyarakat Semende ini, terkait dengan penguatan pola adat yang mereka miliki, bahwa harta peninggalan orangtua dalam bentuk material (rumah dan sawah) diwariskan kepada anak perempuan tertua. Sistem tunggu tubang ini terus dijaga dan dikuatkan dalam masyarakat, sehingga menjadi identitas utama yang sering dilekatkan dengan masyarakat Semende. Pola pewarisan dalam adat tunggu tubang yang diserahkan pada anak perempuan ini, kemudian memunculkan kesan bahwa komunitas Semende akhirnya dilihat sebagai penganut sistem matrilineal. Apabila matrilineal lebih dilihat sebagai bentuk pewarisan kekerabatan, maka pewarisan harta pada prinsipnya hanyalah salah satu bentuk turunan dan sistem kekerabatan itu sendiri. Oleh sebab itu argumentasi yang mengatakan bahwa tunggu tubang adalah bukti bahwa komunitas Semende adalah penganut matrilineal, tentu saja sangat lemah dan tanpa dukungan data yang kuat.
Pada masyarakat Semende, posisi anak laki-laki tidak saja penting sebagai penerus keturunan, tetapi juga penting sebagai penjaga adat agar tetap lestari. Ini bisa dilihat dari posisi laki-laki yang “memungkinkan” untuk menjadi tunggu tubang apabila saudara perempuan nya tidak ada lagi yang bisa dan mau menjadi tunggu tubang. Ini cenderung berbeda dengan masyarakat matrilineal lainnya (seperti Minangkabau), dimana harta warisan juga diberikan pada anak perempuan. Akan tetapi apabila tidak ditemukan lagi perempuan yang akan mewarisi harta tersebut, maka pososi anak perempuan ini akan ditarik ke atas yaitu ke saudara perempuan ibunya (MoSi). Dari saudara perempuan ibu inilah, kemudian ditarik kembali ke bawah yaitu ke anak perempuan saudara perempuan ibunya tersebut (MoSiDa) (Arifin, 2013: 40).
Disamping itu, posisi perempuan sebagai tunggu tubang juga tidak berdiri sendiri, karena suami dari perempuan tunggu tubang juga akan diposisikan sebagai satu kesatuan dari adat tunggu tubang tersebut. Ini menunjukkan bahwa posisi suami (laki-laki) dalam komunitas Semende bukanlah orang luar yang diposisikan sebagai marginal man (sumendo) sebagaimana yang terjadi di masyarakat Minangkabau. Laki-laki (suami) dalam adat Semende adalah bahagian penting yang akan ikut menjaga harta warisan tunggu tubang tersebut, sehingga seorang perempuan yang belum bersuami belum bisa menjadi tunggu tubang sebelum ia memiliki suami.
Ini menunjukkan bahwa sistem tunggu tubang tidak bisa dijadikan argumentasi yang kuat untuk mengatakan masyarakatnya adalah penganut matrilineal. Disisi lain, dalam setiap ranji ranji yang disusun dan dimiliki oleh setiap keluarga, posisi anak perempuan cenderung “dihilangkan” dalam ranji tersebut, dan tergantikan oleh anak laki-laki dari perempuan tersebut (MoSo). Dengan kata lain, hilangnya anak perempuan tidak mengubah posisi dan susunan kekerabatan masyarakatnya, sebaliknya hilangnya anak laki-laki cenderung juga tidak merusak susunan kekerabatan masyarakatnya, karena (biasanya) akan diganti “sementara” oleh perempuan untuk kemudian diturunkan kembali ke anak laki-laki.

C. TUNGGU TUBANG : MARGINALISASI PEREMPUAN SEMENDE

Mengikuti pemikiran Moyer (1984: 89), Komuniatas Semende termasuk komunitas yang suka berkelana (bermigrasi). Pola migrasi ini biasanya dikaitkan dengan upaya untuk memperbaiki hidup yang lebih baik, dengan mengandalkan keahlian mereka sebagai peladang. Proses migrasi ini bahkan diperkirakan telah lama dilakukan, yaitu sejak tahun 1650, dan proses migrasi besar-besaran ke arah selatan justru terjadi sejak tahun 1876 (Saputro, 2013: 52). Hal ini lah yang membuat banyak laki-laki Semende akhirnya berada di luar wilayah suku bangsanya yang ada di Kabupaten Muara Enim.
Pola migrasi yang dilakukan laki-laki ini tidak terlepas dari terjadinya penguatan adat tunggu tubang di komunitas asalnya, dimana laki-laki relatif tidak memiliki kesempatan untuk menguasai harta warisan yang dimiliki orangtuannya. Namun di sisi lain, justru di wilayah baru, kelompok laki-laki migran Semende ini cenderung juga akan tetap melestarikan adat tunggu tubang tersebut. Ini menunjukkan bahwa adat tunggu tubang bukan lah sebuah aturan yang mengekang yang memaksa laki-laki untuk migrasi dan keluar dari kampung halamannya. Perlu dicurigai bahwa adat tunggu tubang sebenarnya memiliki makna tersediri bagi komunitasnya, khususnya bagi kelompok laki-laki Semende itu sendiri.
Kecurigaan ini bukan tidak beralasan, sebagaimana yang dilaporan Guspitawaty (2002: 103-106), dimana ada kecenderungan mulai menguatnya nilai-nilai kekuasaan laki-laki dalam penguasaan harta warisan ini, yang ditunjukkan dalam bentuk “pengambilalihan” penguasaan dari perempuan ke laki-laki sebagai pemilik dan penguasa dalam tumbu tubang tersebut. Pengambilalihan tersebut tidak saja dilakukan dengan cara melegitimasi bahwa laki-laki juga dibolehkan untuk menjadi tunggu tubang apabila tidak ada lagi perempuan dalam keluarga tersebut. Tetapi pengambilalihan itu juga sering dilakukan dengan cara “mengutak-atik” kesalahan yang dilakukan oleh seorang tunggu tubang. Tuduhan akan kesalahan tersebut biasanya dikaitkan dengan peran yang “atas nama adat” harus dimainkan oleh seorang perempuan tunggu tubang.
Salah satu peran yang dimainkan oleh seorang perempuan tunggu tubang tersebut misalnya adalah keharusan membiayai seluruh kebutuhan upacara adat yang ingin (dan akan) dilakukan oleh seluruh anggota keluarganya. Pada beberapa kasus, ini sering dijadikan alasan bagi saudara laki-laki nya untuk tidak ikut serta membiayai upacara adat tersebut, dengan alasan tunggu tubang sudah diberi harta warisan yang kegunaannya justru untuk membiayi setiap upacara yang dilakukan. Akan tetapi keterbatasan produksi dari lahan (harta) yang diwarisan tersebut, sering tidak mencukupi untuk membiayai setiap upacara adat yang akan dilakukan. Berangkat dari ini maka perempuan tunggu tubang sering sekali menggunakan harta pribadinya untuk mengatasi persoalan tersebut. Hal ini lah yang kemudian sering menjadi alasan bagi perempuan tunggu tubang untuk meminta tambahan biaya kepada saudara laki-lakinya (Arifin, 1995b: 62).
Kondisi ini menunjukkan bahwa adat tunggu tubang bukan berarti tidak memunculkan persoalan tersendiri dalam komunitas nya, apalagi mereka hidup ditengah kepungan komunitas lain yang menganut sistem patrilineal. Komunitas lain yang ada di sekitar Semende yang secara tegas menerapkan prinsip patrilineal, sebenarnya juga dikenal prinsip dimana perempuan tertua cenderung menjadi wakil dan pewaris harta orangtuanya. Akan tetapi harta yang diwariskan lebih banyak dalam bentuk rumah, sementara harta dalam bentuk lahan, cenderung akan dibagi dengan saudara laki-lakinya dengan menggunakan prinsip Islam. Oleh sebab itu, masyarakat lain di sekitar Semende ini, tidak menegaskan bahwa pola pewarisan tersebut sebagai pola tunggu tubang sebagaimana yang diberlakukan di masyarakat Semende tersebut.
Disisi lain, terjadinya penguatan nilai-nilai Islam (patrilineal) di komunitas Semende ini juga ikut mempengaruhi keberlangsungan adat tunggu tubang. Penguatan Islam yang lebih bernuansa patrilineal ini, sering dijadikan legitimasi oleh sekelompok masyarakatnya yang mengatakan bahwa adat tunggu tubang bukan sebuah keharusan adat, tetapi lebih sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan yang mereka anggap “lemah dan perlu dilindungi”. Argumentasi ini sering sekali diwacanakan dalam masyarakatnya, terutama ketika muncul persoalan terkait dengan peran yang harus dimainkan oleh perempuan (tunggu tubang) dengan saudara laki-laki. Bahkan dalam beberapa kasus, terjadi pembalikan peran yang seharusnya dimainkan oleh perempuan (tunggu tubang) justru dialihkan ke laki-laki, dengan alasan sesuai dengan hukum Islam, dimana laki-laki lah yang harus jadi pemimpin (Arifin, 2015b: 68). 
Penguatan nilai-nilai Islam di komunitas Semende ini, tidak saja semakin menegaskan akan kekuasaan laki-laki di tengah masyarakatnya, tetapi di sisi lain juga ikut mempengaruhi keberadaan dan keberlangsungan adat tunggu tubang itu sendiri. Keberadaan adat yang cenderung “berpihak” pada posisi perempuan, semakin terkikis akan keinginan komunitasnya untuk menguatkan nilai-nilai Islam yang “berpihak” pada posisi laki-laki. Akibatnya melahirkan dualisme praktik sosial di tengah masyarakat, dimana adat yang cenderung berpihak pada perempuan dihadapkan dengan nilai-nilai Islam yang cenderung berpihak pada laki-laki. Di satu sisi adat (tunggu tubang) adalah warisan yang harus dipertahankan sebagai identitas komunalnya, namun di sisi lain, Islam juga harus dikuatkan sebagai bentuk pengakuan bahwa mereka adalah komunitas yang religius. Hal inilah yang menurut Praditama (2013: 4), akhirnya menyebabkan mulai muncul dan terjadinya penyimpangan pola kekuasaan dan penguasaan harta warisan dari perempuan ke laki-laki di dalam komunitas Semende tersebut. 


Gambar 2 : Pola Hubungan Kekuasaan Tunggu Tubang dan Jenang/Meraje
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Asumsi di atas bukanlah hal yang salah, dimana penguatan sistem patrilineal dan nilai-nilai Islam telah ikut mempengaruhi terjadinya penyimpangan dalam adat tunggu tubang di komunitas Semende. Tetapi hasil penelitian di lapangan juga menunjukkan bahwa proses pengalihan penguasaan dari perempuan ke laki-laki dalam adat tunggu tubang tersebut, bukan hanya terjadi sekarang saja, tetapi jauh sebelumnya hal ini sudah sering terjadi (Arifin, 2015b: 44). Akan tetapi, “penyimpangan” tersebut tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran adat, tetapi justru dianggap sebagai bagian dari mekanisme agar harta warisan tersebut tetap bertahan dan dipertahankan. Hal ini biasanya dikaitkan dengan ketidakmampuan perempuan (tunggu tubang) dalam memanfaatkan dan melindungi harta warisan tersebut sebagai milik keluarga luasnya. Pada beberapa kasus, keberadaan suami tunggu tubang --- yang secara adat juga dianggap sebagai bagian dari sistem tunggu tubang tersebut --- sering dicurigai dan dituduh sebagai aktor yang ingin mengambil alih dan memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan diri dan keluarganya saja. Kondisi ini lah yang kemudian sering menjadi alasan bagi meraje untuk mengalihkan peran dan tanggung jawab sebagai tunggu tubang tersebut kepada saudara laki-laki tunggu tubang tersebut.
Hal ini juga bisa dibaca dari ketentuan adat yang menyatakan bahwa perempuan tertua dalam keluarga inti tersebut tidak selalu “harus” menerima tanggung jawab dirinya sebagai tunggu tubang. Seseorang (perempuan tertua) punya hak untuk menolak, sehingga tanggung jawab sebagai tunggu tubang bisa saja dilimpahkan kepada adik-adik perempuanya yang lain. Bahkan sangat memungkinkan apabila tidak ada perempuan yang mau dan sanggup memikul tanggung jawab tersebut, maka fungsi tunggu tubang justru akan dilimpahkan ke anak laki-laki tertua, atau anak laki-laki lainnya dalam keluarga tersebut. Secara adat, pola pelimpahan peran tunggu tubang ke anak laki-laki ini sebenarnya tidak dibenarkan, selama anak perempuan masih ada dalam keluarga tersebut. Seorang laki-laki, hanya diberi peran sebagai pengawal dan pelindung saudara perempuan yang menjadi tunggu tubang dalam keluarga tersebut, tetapi tidak berhak menggantikan saudara perempuannya menjadi tunggu tubang. 
Ini menunjukkan bahwa persoalan pengambilalihan fungsi tunggu tubang dari perempuan ke laki-laki belum bisa menjadi argumen yang kuat untuk mengatakan sebagai sebuah “penyimpangan”. Tetapi terjadinya penegasan dan penguatan peran dan fungsi laki-laki dalam mengatur dan mengendalikan harta tunggu tubang tersebut memang terjadi dalam komunitas Semende. Keberadaan meraje dalam adat Semende dianggap sebagai penting, dan cenderung dilihat dan diposisikan sebagai “penjaga adat” agar tetap lestari. Akan tetapi keberadaan meraje dalam komunitas Semende ini tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan perempuan sebagai tunggu tubang. Dengan kata lain, meraje (kekuasaan laki-laki) ada karena ada tunggu tubang (penguasaan harta oleh perempuan), dan tunggu tubang lestari karena ada meraje.
Pada etnis Basemah (yang dipercaya sebagai daerah asal orang Semende)[footnoteRef:8] juga dikenal adanya konsep meraje, tetapi tidak dikenal adanya konsep tunggu tubang. Dalam konsep Basemah, kelompok anak laki-laki akan disebut sebagai meraje, yang berfungsi mengayomi dan melindungi seluruh anggota kerabatnya. Sementara anak perempuan akan disebut sebagai anak belai, yang berfungsi sebagai pengasuh bagi orangtua dan seluruh anggota keluarga yang belum mandiri.[footnoteRef:9] Anak belai  dalam menjalankan fungsinya sebagai pengasuh, tentu saja memerlukan perlindungan dikalangan saudara laki-lakinya, serta memerlukan harta sebagai basis pengasuhan. Akan tetapi di Basemah, keberadaan harta ini tidak secara tegas diberikan kepada anak perempuan tertua. Berbeda dengan komunitas Semende, dimana melalui adat tunggu tubang, pewarisan harta ini dipertegas kepada anak perempuan tertua.[footnoteRef:10] Posisi laki-laki sebagai meraje juga dipertegas tidak saja sebagai pelindung adat dan harta yang diwariskan kepada tunggu tubang, tetapi juga sebagai “lembaga pengadilan” bagi tunggu tubang apabila melakukan kesalahan. [8:  Lihat Saputro (2013)]  [9:  Dikutip dari Disadur dari : http://besemah.blogspot.com/ (06/07/2015)]  [10:  Ketiadaan konsep tunggu tubang dikalangan orang Basemah ini membuat orang Basemah terlihat lebih tegas sebagai komunitas yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, sedangkan orang Semende melalui adat tunggu tubang ini akhirnya cendrung mengakui diri mereka sebagai penganut matrilinineal.] 

Keberadaan adat tunggu tubang di komunitas Semende ini, bukan berarti tidak memunculkan penolakan di tengah komunitas nya. Hal ini disebabkan karena seorang perempuan tunggu tubang, walaupun diberi hak untuk memegang, mengolah dan memanfaatkan harta warisan yang diberikan kepadanya. Tetapi “atas nama adat” ia juga harus mengeluarkan semua biaya dan kemampuannya untuk menghidupi dan membiayai seluruh adik-adiknya sampai bisa mandiri (menikah) dan memelihara serta menyantuni orangtua mereka. Apabila seorang tunggu tubang melalaikan kewajiban ini, maka “hukuman” akan diberikan oleh meraje kepada dirinya. Ini menunjukkan bahwa seorang perempuan yang diposisikan sebagai tunggu tubang tidaklah memegang kekuasaan secara penuh, tetapi dikendalikan dan diatur oleh kelompok laki-laki (meraje).
Pada masyarakat Semende, seorang tunggu tubang sebenarnya hanya memegang dan mengolah harta warisan orangtuanya, tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk “menguasai” harta warisan tersebut sepenuhnya. Kekuasaan yang sebenarnya ada di tangan laki-laki (meraje), karena ia lah yang memiliki kekuasaan untuk “menghakimi” tunggu tubang apabila tidak menggunakan harta warisan sebagaimana yang diharuskan. Bahkan seorang meraje punya kekuasaan untuk “menghakimi” seluruh anggota kerabatnya apabila melakukan kesalahan. Dengan kata lain, tunggu tubang terkesan menjadi penguasa terhadap harta warisan orangtuanya, tetapi sebenarnya hanyalah sebagai orang yang dimintai (oleh meraje) untuk mengolah harta tersebut agar bisa dimanfaatkan secara bersama.
Kasus tunggu tubang di komunitas Semende ini menunjukkan bahwa secara normatif, seorang perempuan (tunggu tubang) dilegitimasi sebagai pemilik kekuasaan dan diberi hak atas penguasaan sumberdaya tertentu. Namun secara empirik, “atas nama adat” sebenarnya menguatkan kekuasaan sekelompok laki-laki (meraje). Dualitas aturan adat yang dimunculkan dalam kasus Semende ini, tentu saja bersifat samar dan tidak boleh diungkap dan ditunjukkan secara tegas. Dengan kata lain, melalui adat tunggu tubang, secara diam-diam (tersamar) terjadi penguatan kekuasaan dan penguasaan oleh laki-laki (meraje) terhadap perempuan (anak belai). Kelompok perempuan (anak belai) secara tidak sadar telah dimarginalisasi dan dibuai oleh pengakuan bahwa mereka memiliki kekuasaan dan penguasaan akan sumberdaya yang ada. Sebaliknya, kelompok laki-laki (meraje) secara tersamar menguatkan kekuasaan dan penguasaannya akan sumberdaya yang ada tersebut. 

D. SIMPULAN 

Keberadaan dan penguatan pola pewarisan melalui adat tunggu tubang di komunitas Semende ini, telah menjadikan komunitas ini menjadi salah satu etnis yang khas dan berbeda dengan komunitas lain di sekitarnya. Pada satu sisi, adat tunggu tubang ini telah membuat laki-laki “terpaksa” harus mencari penghidupan lain di luar wilayah adatnya. Namun di sisi lain, adat tunggu tubang ini juga menjadi media bagi kelompok laki-laki (meraje) untuk menguatkan kekuasannya. Dengan kata lain, melalui adat tunggu tubang ini, perempuan “terkesan” memiliki kekuasaan atas sumberdaya yang ada. Namun secara empirik, adat tunggu tubang adalah media bagi laki-laki (meraje) dalam menguatkan kekuasaannya. “Atas  nama adat” kelompok laki-laki (meraje) secara tersamar telah menguatkan kekuasaan dan penguasaannya terhadap perempuan (tunggu tubang), dan kelompok perempuan (tunggu tubang) secara tidak sadar telah dimarginalisasi dan dibuai oleh pengakuan bahwa mereka memiliki kekuasaan dan penguasaan akan sumberdaya tersebut.
Kasus tunggu tubang di Semende ini menunjukkan bahwa ketika sebuah komunitas mencoba menguatkan posisi perempuan, maka akan selalu muncul dualitas adat dalam penempatan posisi tersebut. Dualitas tersebut disebabkan karena pada banyak komunitas, sumberdaya adalah sumber kekuasaan, sehingga menguasai sumberdaya berarti memiliki kekuasaan (Mattison, 2011: 64). Akan tetapi di komunitas Semende, pola kekuasaan dan penguasaan ini akhirnya terlihat ambigu (mendua), karena penguasaan sumberdaya oleh kaum perempuan (tunggu tubang) bukan lah berarti mereka (tunggu tubang) memiliki kekuasaan. Walaupun secara adat, tunggu tubang dianggap sebagai bentuk pemberian kekuasaan kepada perempuan untuk menguasai sumberdaya (harta warisan) yang ada. Akan tetapi “atas nama adat” pula, kelompok laki-laki Semende (meraje) juga merasa perlu untuk mengendalikan dan mengontrol bagaimana seharusnya perempuan memainkan perannya sebagai tunggu tubang, sehingga pemberian kekuasaan ini sering dilegitimasi, hanyalah sebagai bentuk perlindungan dan pengayoman terhadap kaum perempuan itu sendiri.
Dengan kata lain, adat tunggu tubang bukanlah bentuk kekuasaan mutlak yang dimiliki oleh perempuan (tunggu tubang) Semende, walaupun adat tunggu tubang memberi hak pada perempuan (tunggu tubang) untuk menguasai sumberdaya yang ada. Tunggu tubang tidak lebih sebagai bentuk gerakan politik laki-laki Semende (meraje) untuk tetap menguatkan kekuasaannya melalui perempuan (tunggu tubang) sebagai media politiknya. “Ketidak relaan” laki-laki menyerahkan kekuasaan nya ini bahkan ditunjukkan melalui hak mereka (meraje) untuk menentukan dan menghakimi kesalahan kelompok perempuan (tunggu tubang) itu sendiri.  Penguatan kekuasaan ini dianggap penting karena tunggu tubang dianggap bisa “membahayakan”, karena terjadi pelemahan posisi laki-laki yang dianggap tidak lagi memiliki kekuasaan untuk menguasai harta warisan itu sendiri.[footnoteRef:11]  [11:  Di komunitas Semende, penguatan posisi perempuan ini ditandai dengan menguatnya pandangan bahwa mereka adalah penganut matrilineal seperti halnya Minangkabau, sehingga muncul legitimasi bahwa laki-laki memang harus merantau karena tidak memiliki hak atas harta warisan yang ada. Pandangan seperti ini oleh sebahagian anggota komunitas nya dilegitimasi melalui mitos yang menganggap salah seorang nenek moyang mereka (puyang awak) memang berasal dari Minangkabau (Arifin, 2015). ] 
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